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PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA 

NOMOR 18 TAHUN 2010 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  

NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN 
PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, 

Menimbang   : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib 
administrasi pemerintahan, dipandang perlu 
menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan 
Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2010; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 31); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang 
Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 32); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang 
Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3747); 

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 
2005; 

8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 

9. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang 
Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara; 

10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang 
Tunjangan Pengamanan Persandian; 

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit 
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan; 

13. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 
1085/K/SK.1.003/99 Tahun 1999 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Persandian 
Pada Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 
OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara; 

15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan 
Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2010; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 
TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN 
DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN 
PERSANDIAN. 

Pasal I 
Ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat 
Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2010, diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai 

berikut: 
“Pasal 2 

(3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
terdiri dari: 
a. Kementerian Dalam Negeri; 
b. Kementerian Luar Negeri; 
c. Kementerian Pertahanan; 
d. Kementerian Perdagangan; 
e. Kejaksaan Republik Indonesia;  
f. TNI; 
g. POLRI; 
h. BIN; 
i. BAKOSURTANAL; 
j. BATAN; 
k. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; 
l. Kementerian Sekretariat Negara; 
m. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 

dan 
n. Kementerian Kelautan dan Perikanan.” 
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2. Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 
2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi 
Negara Nomor 15 Tahun 2010 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi 
Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Kepala Lembaga Sandi Negara ini. 

Pasal II 
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Desember 2010 
MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA,  
 
AGUS D.W. MARTOWARDOJO 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Desember 2010 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

PATRIALIS AKBAR 

 
    

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2010, No.719 6

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2010, No.719 7

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2010, No.719 8

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2010, No.719 9

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2010, No.719 10 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2010, No.719 11 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2010, No.719 12 

 

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, 
 
 
WIRJONO BUDIHARSO 
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